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Menavigasi Kebijakan Look
East melalui Diplomasi Biru

Baiq Wardhani, Sarah Anabarja, & Renatha A. Rossdiana

A. Kebijakan Look East Indonesia dalam Kerangka
KSST

Tulisan ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam
mewujudkan kebijakan luar negeri Look East dengan memfungsikan
diplomasi biru di wilayah regional Pasifik Selatan melalui skema
Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST)'. Bentuk kerja sama
ini merupakan inisiatif Indonesia untuk meningkatkan kerja sama
dan pembangunan bersama antara tiga pihak, yakni negara-negara
berkembang, negara maju, dan institusi multilateral, mencakup
berbagai bentuk bantuan, seperti pinjaman pembangunan, kerja

! Bantuan Indonesia ke Pasifik Selatan tidak selalu dalam bentuk KSST, ada juga
bentuk bantuan bilateral langsung non-KSST.

B. Wardhani, S. Anabarja, & R. A. Rossdiana
Universitas Airlangga, e-mail: baig.wardhani@fisip.unair.ac.id

© 2026 Editor & Penulis

Wardhani, B., Anabarja, S., & Rossdiana, R. A. (2026). Menavigasi Kebijakan Look East Dalam Diplomasi
Biru. Dalam RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini (Ed.), Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik
(233-271). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.2075.c1724

E-ISBN: 978-602-6303-98-1

233



sama sektoral, dan bantuan teknis. Bantuan Indonesia ke Pasifik
Selatan mencerminkan pendekatan yang holistik dan beragam, yang
tidak hanya terbatas pada bantuan finansial, tetapi juga mencakup
aspek-aspek, seperti pembangunan kapasitas, dukungan teknis, dan
kerja sama sektoral (Wardhani & Dugis, 2020).

Kebijakan Look East adalah orientasi strategis Indonesia negara
dalam memperkuat hubungan dan kerja sama dengan negara-negara
di Pasifik Selatan. Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah isu
kemerdekaan Papua. Sejak isu tersebut disuarakan lebih gencar oleh
negara-negara Pasifik, Indonesia menggunakan bantuan sebagai alat
diplomasi utama untuk menangkalnya. Secara umum, kebijakan ini
mencerminkan upaya Indonesia untuk memainkan peran yang lebih
besar dan membangun citra positif di antara negara-negara Pasifik
(Wardhani & Dugis, 2020). Dalam mewujudkan Kebijakan Look
East, Jakarta memanfaatkan diplomasi biru sebagai sarana mencapai
kepentingan nasionalnya di Pasifik Selatan. Penulis menggunakan
istilah diplomasi biru dalam esai ini untuk menyebut bentuk
diplomasi yang berkaitan dengan kelautan, terutama isu kelautan
yang bertujuan untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya
kelautan, termasuk dalam penciptaan berbagai inisiatif ekonomi
berbasis laut. Sebagai negara maritim, sayangnya konsep ini belum
terlalu dikenal di Indonesia, tetapi penggunaannya semakin popular
di tingkat global akhir-akhir ini*>. Popularitas ini tidak terlepas dari

?  Diplomasi biru merupakan hasil dari serangkaian negosiasi perjanjian perda-
gangan dan investasi bilateral dan multilateral baru yang melibatkan negara-ne-
gara dari lima benua. Perjanjian internasional ini menghubungkan kembali
negara-negara ekonomi kuat di dunia, baik yang tradisional maupun yang baru
berkembang sehingga memberikan nilai tambah pada aspek diplomasi dengan
memperluas skalanya hingga pada tingkat yang belum pernah dicapai sebelum-
nya (Gutu, 2016; Yadav, 2023). Bentuk diplomasi ini bertujuan untuk mengatasi
tantangan seperti polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan keamanan maritim
untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi
lingkungan. Pentingnya diplomasi biru juga ditandai dengan berkumpulnya para
pemimpin dunia di pertemuan tingkat tinggi One Ocean di Prancis, yang mereka
telah berkomitmen mewujudkan kesehatan dan tata kelola kelautan. Pertemuan
itu juga dihadiri oleh ilmuwan terkemuka, organisasi non-pemerintah (LSM),
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semakin tingginya kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem
laut dari kerusakan. Bersama dengan ekonomi biru, diplomasi biru
adalah sarana untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
PBB (Sustainable Development Goals, SDGs), khususnya Tujuan 14.
Dengan demikian, ekonomi biru dan diplomasi biru menggunakan
pendekatan holistik yang berorientasi menyeimbangkan pertumbuhan
ekonomi dengan kesehatan ekosistem laut dalam jangka panjang
(Haque, 2021; Harrath, 2019; Islam, 2022).

Untuk menunjukkan perhatiannya yang meningkat di Pasifik
Selatan, Indonesia membentuk Forum Pasifik Selatan Indonesia
(Indonesia South Pacific Forum, ISPF) pada tahun 2019. Dengan
menekankan prinsip manfaat dan saling menghormati, peran regional
Indonesia dalam ISPF mencerminkan sikap Indonesia sebagai aktor
regional penting dalam diplomasi di Pasifik Selatan. Diplomasi
biru Indonesia di Pasifik Selatan merupakan strategi yang memiliki
berbagai dimensi, termasuk dimensi politik, ekonomi, dan budaya.
Indonesia melihat kawasan ini semakin penting karena semakin
kompleksnya kepentingan kekuatan global yang dapat memengaruhi
kepentingan Indonesia. Dengan menyadari kedekatan geografis dan
budaya dengan Pasifik, Indonesia berupaya memperkuat hubungan
melalui Pacific Elevation (Darmawan, 2022), visi yang diperkenalkan
oleh Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama
ekonomi, pariwisata, dan pertukaran budaya. Pendekatan diplomasi
biru akan mampu mengafirmasi strategi Pacific Elevation. Baik ISPF
maupun Pacific Elevation bertujuan untuk menciptakan momentum
dan meningkatkan keterlibatan Indonesia dengan negara-negara
Pasifik guna mengatasi tantangan bersama’.

pembuat kebijakan, dan badan internasional, serta korporasi yang bergerak di
bidang kelautan, seperti Maersk, CMA CGM, dan Hapag-Lloyd, yang kegiatan
mereka mencakup hampir 55% angkutan laut dunia (TG, 2022).

Konsep Pacific Elevation merupakan konsep yang disampaikan oleh Menteri
Luar Negeri Indonesia di tahun 2019 yang menekankan pada upaya Indonesia
untuk semakin meningkatkan posisinya dalam kemitraan dengan negara-negara
pasifik (Pugu, 2024; Wati, Apresian, & Dewi, 2021). Terdapat dua isu utama dalam
Pacific Elevation ini yaitu isu kemerdakaan Papua Barat dan isu perdagangan. In-
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Sementara itu, negara-negara kepulauan Pasifik, yang secara
global dikenal dengan sebutan “small island developing states” (SIDS)*
telah mengubah penyebutan mereka menjadi “large ocean island
states” (LOIS). Sebutan baru ini perlu untuk mengubah persepsi
internasional dengan menegaskan identitas mereka sebagai negara
yang memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang luasnya melebihi
jumlah daratan. Pengubahan ini merupakan bagian dari strategi
diplomatik untuk menegaskan kepentingan mereka dan memengaruhi
kebijakan internasional, khususnya yang berkaitan dengan agenda
terkait kelautan (Bernard et al., 2021; Chan, 2018; Wyeth, 2028). Sejak
2017, Pacific Island Forum (PIF) memperkenalkan konsep ‘Pasifik
Biru’ (Blue Pacific) yang menjadi identitas kolektif mereka, yaitu
memosisikan kembali mereka sebagai negara samudra luas. Konsep
ini merupakan cara mereka menghadapi situasi yang ditandai oleh
kerentanan bersama, terutama terkait perubahan iklim dan kelestarian
lingkungan. Blue Pacific didasarkan pada gagasan bahwa negara-
negara di Samudra Pasifik bukan hanya sekumpulan negara individual,
tetapi mereka membentuk satu kesatuan yang saling terhubung secara
geografis, budaya, dan menghadapi tantangan yang sama. Dengan

donesia ingin meningkatkan kehadirannya dengan meningkatkan perdagangan
di Kawasan pasifik untuk meredam isu Papua merdeka. Pacific Elevation juga
dapat dipahami melalui posisi Indonesia yang ingin lebih strategis di regional
Asia Tenggara sebagai ekonomi yang semakin kuat bertumbuh (Kabutaulaka,
2020) sehingga penerapan Pacific Elevation ini, meliputi hampir semua bidang
terutama pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi (Nugrahantya, 2021).

* Small Island Developing States (SIDS) di Pasifik terdiri dari dua belas negara
bagian independen yang terletak di Pasifik barat dan tengah Lautan: Negara Fed-
erasi Mikronesia (FSM), Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Papua
Nugini (PNG), Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Selain
itu, Kepulauan Cook dan Niue, berasosiasi bebas (free association) dengan Selan-
dia Baru. Wilayah lainnya, Tokelau, bergantung pada Selandia Baru. Selanjutnya,
ada sejumlah wilayah yang bergantung pada atau dalam asosiasi bebas dengan
negara metropolitan di luar regional Pasifik, yaitu Perancis (Polinesia Perancis,
Kaledonia Baru, Wallis, dan Futuna), Inggris (Kepulauan Pitcairn), dan Amerika
Serikat (Samoa Amerika, Guam, dan Utara, dan Kepulauan Mariana) (Bernard
et al., 2021).
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dasar persamaan ini, Blue Pacific didirikan untuk memfasilitasi kerja
sama dan kolaborasi antara negara-negara kepulauan Pasifik yang
menghadapi tantangan keamanan multidimensi, termasuk keamanan
lingkungan dan strategis (Storey, 2024).

Melalui kolaborasi dalam Blue Pacific, mereka dapat mengatasi
masalah mereka secara bersama-sama. Para pemimpin Pasifik
menyadari pentingnya pendekatan terpadu dalam pembangunan
berkelanjutan dan peningkatan keamanan regional (Storey, 2024).
Selain itu, identitas kolektif Blue Pacific juga berfungsi sebagai
sarana untuk memperoleh pengakuan global dan memastikan suara
mereka didengar oleh para pemimpin dunia’. Keterlibatan Indonesia
dalam Blue Pacific menunjukkan pemahaman yang mendalam
terhadap prioritas kawasan dan komitmen untuk menyelaraskan
upaya diplomasi dengan kepentingan negara-negara Pasifik.
Dengan memanfaatkan posisinya sebagai negara Pasifik, Indonesia
berkomitmen untuk mengintegrasikan kepentingan nasional dengan
aspirasi negara-negara Pasifik Selatan karena Jakarta menghadapi
persoalan yang kompleks dengan negara-negara Pasifik Selatan.
Kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan yang berat
ini akan sangat penting dalam membentuk peranannya sebagai
aktor regional dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan
kemakmuran Pasifik Selatan (Hutagalung, 2024).

Tulisan ini menjelaskan bagaimana diplomasi biru dapat
memperkuat kehadiran Indonesia di Pasifik Selatan melalui KSST.
Kami meyakini bahwa untuk memperkuat identitasnya di Pasifik,
keterlibatan Indonesia dalam berbagai aspek di Pasifik Selatan
sangatlah penting. Tanpa itu, identitas Pasifik Indonesia akan
dianggap sebagai retorika politik belaka oleh negara-negara Pasifik.
Diplomasi biru dapat menjadi titik awal utama untuk memperkuat

Dalam konteks yang lebih luas, meningkatnya kehadiran negara-negara besar
dan tingginya tingkat kejahatan transnasional di wilayah ini menjadikan Blue
Pacific juga memiliki dimensi strategis, yaitu menjaga keamanan dan stabilitas
regional (UNDP, 2022).
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keberadaan Indonesia di kawasan Pasifik. Diplomasi biru Indonesia
terkait erat dengan Look East Policy yang memberikan prioritas
pada hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Sebagai
negara maritim, Pasifik Selatan menjadi subjek utama dalam isu-isu
kelautan. Namun, Jakarta belum melihat hal ini sebagai kesempatan
strategis untuk memperkuat posisinya di kawasan itu. Indonesia dapat
menggunakan ISPF sebagai platform untuk kerja sama regional.
Keberhasilan dalam memanfaatkan ISPF sebagai platform diplomasi
biru akan memberikan dampak positif dalam memenuhi kebutuhan
khusus negara-negara Pasifik Selatan serta meningkatkan kolaborasi
dan kemitraan antara kedua belah pihak. Namun, tantangan yang
dihadapi oleh diplomasi biru Indonesia tidaklah mudah. Selain
menjadi kawasan yang menjadi titik api bagi kepentingan geopolitik
aktor global dan regional, efektivitas diplomasi biru juga menghadapi
tantangan yang berasal dari faktor internal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan
mengenai kebijakan Look East melalui diplomasi biru dan juga dalam
hubungannya dengan kerja sama Selatan-Selatan dengan level analisis
negara. Pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan
data sekunder berupa studi literatur dari berbagai sumber daring
dan luring, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah populer, surat kabar,
maupun sumber akademis lainnya. Sistematika tulisan ini meliputi
pendahuluan lalu pembahasan mengenai diplomasi biru sebagai
Instrumen Politik Luar Negeri Look East. Selanjutnya, dibahas
mengenai keterlibatan Indonesia di Pasifik melalui Kerja Sama
Selatan-Selatan Triangular (KSST) lalu subbab yang menjelaskan
mengenai bagaimana menyinergikan Kebijakan Look East melalui
Diplomasi Biru dan KSST, dan diakhiri dengan kesimpulan. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan
data dari bahan-bahan sekunder. Bahan-bahan ini didapat dari
berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, website
resmi pemerintah, dan organisasi internasional dengan tujuan untuk
menemukan sumber yang paling relevan dan kredibel. Dengan
bantuan internet, penulis berupaya menemukan materi tentang
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Kebijakan Look East yang relevan dengan pendekatan diplomasi biru
dalam skema KSST.

B. Diplomasi Biru sebagai Instrumen Politik Luar
Negeri Look East

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang Kebijakan Luar
Negeri Look East Indonesia, diplomasi biru, dan Kerja Sama Sela-
tan-Selatan, bagian ini menguraikan tiga konsep tersebut melalui
telaah kepustakaan. Dinamika hubungan kerja sama antara Indone-
sia dengan negara-negara di kawasan Pasifik semakin berkembang
dengan adanya politik luar negeri Indonesia yang berorientasi ke
kawasan Pasifik, yang disebut Kebijakan Look East. Kebijakan ini
dalam berbagai publikasi banyak dikaitkan dengan asal mula sejarah
munculnya dan implementasinya di India yang dimaksudkan untuk
menjalin hubungan dengan negara di Asia Tenggara (yang kemudian
diperluas ke seluruh Asia Pasifik) serta membendung pengaruh
berbagai negara besar seperti China (Fathullah, 2018; Sinaga et al,,
2019). Namun, Prasetyo (2022) melihat bahwa Indonesia yang juga
membuat kebijakan Look East merupakan bagian dari upayanya dalam
menjaga hubungan dengan negara Pasifik Selatan dan dalam mem-
pertahankan teritorinya, terutama terkait isu Papua. Kebijakan Look
East ini dilakukan Indonesia melalui dua aspek, yaitu eksternal dengan
menggunakan jalur diplomasi pertahanan, budaya, dan ekonomi
termasuk pemberian bantuan luar negeri kepada negara-negara di
Pasifik Selatan. Selain itu, kebijakan tersebut juga memprioritaskan
kerja sama di level multilateral, trilateral, maupun bilateral dalam
pembangunan di kawasan tersebut.

Terdapat empat pilar pembangunan kawasan Pasifik Selatan
berdasarkan Kebijakan Look East Indonesia, yaitu keamanan,
tata pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, dan
pertumbuhan ekonomi. Empat hal tersebut berusaha dijaga oleh
Indonesia karena sangat memengaruhi stabilitas politik ekonomi
dan keamanan di Indonesia (Firmansyah, 2019). Kebijakan Look East
merupakan bagian dari repositioning kebijakan luar negeri sekaligus
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untuk memperbaiki dan meningkatkan citra Indonesia di negara di
Kawasan Pasifik. Kebijakan tersebut difokuskan untuk membangun
kerja sama pembangunan dengan negara-negara Pasifik Selatan,
seperti Kiribati, Fiji, Tuvalu, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon.
Isu Kemerdekaan Papua juga menjadi diskursus utama di antara
negara-negara Pasifik Selatan utamanya terkait eksploitasi etnis ras
Melanesia (Prasetyo & Zahidi, 2022). Melalui kebijakan luar negeri ini,
Indonesia berusaha untuk melakukan penguatan hubungan dengan
negara-negara di Pasifik Selatan.

Keterlibatan Indonesia di berbagai forum termasuk Indonesia
South Pacific Forum (ISPF) sangat penting dalam mempertahankan
stabilitas kawasan dan pengaruh di kawasan (Buiney & Wambrauw,
2024). ISPF merupakan wadah bagi negara Pasifik Selatan dengan
Indonesia yang juga bergabung di dalamnya untuk melakukan
dialog dalam mendiskusikan masalah yang terjadi dan pemetaan
solusi dan potensi kerja sama di masa depan (Marsudi, 2019). ISPF
diluncurkan di tahun 2019 dengan tema Our Future, Shared Ocean,
Shared Prosperity yang diikuti oleh 15 negara, yaitu Tuvalu, Tonga,
Selandia Baru, Marshall Island, Nauru, Kiribati, Solomon Islands,
Palau, New Caledonia, Fiji, Australia, Federated States of Micronesia,
Cook Islands, dan Papua Nugini. Ruang lingkup pembahasan ISPF
meliputi peningkatan peran dan kehadiran Indonesia di Kawasan
Pasifik Selatan, pembahasan isu perubahan iklim, kelautan, dan
pembangunan area pesisir termasuk penguatan perdagangan
(Wardhani, 2023). Dalam kesempatan tersebut, Indonesia membuka
kerja sama bilateral yang cukup intensif dengan negara-negara Asia
Pasifik yang ikut serta (Buiney & Wambrauw, 2024).

Politik Luar Negeri Look East lahir di tengah pergolakan
geostrategi di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini telah muncul sebagai
titik fokus dinamika geopolitik global, dengan Samudra Hindia dan
Pasifik berfungsi sebagai arena strategis bagi negara-negara besar
untuk menegaskan pengaruh dan mengamankan kepentingan
nasional mereka. Kawasan Indo-Pasifik telah mengalami pergeseran
dinamika geopolitik, di mana pertimbangan maritim memainkan

240 Indonesia dalam Kancah ...



peran penting dalam membentuk kepentingan strategis suatu
negara (Yadav, 2023). Diplomasi Biru mengacu pada penggunaan
strategis kemampuan maritim, kebijakan, dan inisiatif ekonomi
untuk mencapai tujuan nasional dan mempertahankan pengaruh
dalam domain maritim. Konsep tersebut juga dapat dilihat sebagai
kerangka untuk memahami dan menafsirkan kebijakan maritim,
kepentingan ekonomi, dan aspirasi geopolitik di Indo-Pasifik (Yadav,
2023). Lebih lanjut, Salman (2015) menjelaskan bahwa diplomasi biru
pada dasarnya menghormati prinsip-prinsip ekonomi biru dengan
mengembangkan ekonomi dan perdagangan dalam mengeksploitasi
sumber daya air alami mereka dan mengambil risiko konflik di laut
dan samudra lintas batas. Diplomasi ini melibatkan negara-negara
tetangga dalam menemukan dan mengeksploitasi secara adil modalitas
kelautan dengan menekankan pada upaya perencanaan, pengelolaan,
dan pemanfaatan nasionalnya (Salman, 2015).

Diplomasi Biru® bisa dilihat sebagai konsep baru dalam
mempromosikan keberlanjutan perairan di seluruh dunia dengan
menerapkan berbagai alat kerja sama diplomasi ekonomi, keterampilan
negosiasi multilateral, perdagangan internasional atas lautan, budi
daya perikanan, pariwisata dan branding negara, serta peluang energi
lepas Pantai. Sekali pun secara konseptual menjanjikan, diplomasi
biru belum memiliki instrumen dukungan implementasi politik dan
ekonomi yang seragam. Namun seiring dengan ekonomi hijau, praktik
diplomasi biru mewakili masa depan hubungan perdagangan lintas
samudra (Gutu, 2016).

Dalam penerapannya, diplomasi biru mencakup beberapa
tujuan, seperti; dukungan dan penerapan hukum air internasional,

¢ Dalam implementasinya, Pohl (2014) mengungkapkan ada beberapa kerangka
kerja sama global dalam diplomasi biru dengan beberapa wadah untuk kerja
sama biru, seperti United Nations Environment Program (UNEP), United Nations
Development Program (UNDP), United Nations (UN)-Water, United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organizations (UNESCO), United Nations
Economic Commission for Europe (UNECE) Water Convention, Water Coop-
eration Facility dan World Water Council. Adapun bidang yang menjadi fokus,
meliputi legal institusi, penguatan kapasitas, finansial, dan koordinasi politik.
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penggalangan dana dalam isu terkait sektor kelautan dan perairan,
hingga penguatan platform institusional untuk kerja sama yang lebih
koheren. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa diplomasi biru
adalah versi baru dari diplomasi hijau, yang dikembangkan di perairan;
atau diplomasi laut yang mengacu pada tindakan perdagangan terkait
aktivitas kelautan di seluruh dunia, dan berfokus pada tindakan
diplomasi di balik lingkungan ekonomi yang diciptakan, dengan
memperkuat peran para aktor terkait dalam mempromosikan
pembangunan berkelanjutan. Ide umumnya serupa dengan apa
yang diusung oleh konsep ekonomi hijau, yaitu pengurangan risiko
lingkungan dan kelangkaan ekologi, hanya saja wilayah geografis yang
dimaksud tidak permukaan tanah, melainkan permukaan air (Gutu,
2016).

Dalam terminologi yang berbeda, Prasetya dan Estriani (2018)
memakai terminologi diplomasi maritim yang diinterpretasikan
sebagai salah satu bentuk praktik politik luar negeri dengan
tujuan memaksimalkan potensi kemaritiman suatu negara, untuk
memengaruhi hubungan dengan negara lain dalam satu kawasan
dalam memenuhi kepentingan nasional suatu negara berdasar
hukum nasional mereka. Hal seperti ini telah diinisiasi oleh salah satu
negara berpengaruh seperti Tiongkok. Melalui Pingtan Declaration
misalnya, Tiongkok telah melibatkan SIDS dalam forum institusional
yang membahas tentang Blue Economy and Ecological Islands pada
tahun 2017 lalu (MFAPRC, 2022). Selain itu, sejak 2019 Tiongkok
juga terlibat dalam KSS dengan menyelenggarakan pelatihan yang
berkenaan dengan mitigasi perubahan iklim dan pembangunan
rendah-karbon, serta membangun beragam infrastruktur pembangkit
listrik bertenaga air di wilayah Pasifik Selatan (MFAPRC, 2022).

Potensi kelautan yang dimiliki Indonesia termasuk posisi
geostrategis dan posisi geopolitiknya merupakan peluang besar dalam
pengembangan ekonomi dan keamanan laut dengan diplomasi biru
sebagai salah satu pilar penting dalam kebijakan kelautan di Indonesia
(Yudilla & Amri, 2020). Indonesia melaksanakan setidaknya tiga
bentuk diplomasi maritim, yaitu diplomasi maritim persuasif,
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diplomasi maritim kooperatif, dan diplomasi maritim koersif (Rijal,
2019). Indonesia lebih menerapkan diplomasi maritim kooperatif
dan persuasif dalam melaksanakan diplomasi maritimnya dengan
memfokuskan pada aspek persuasi, kerja sama, dan negosiasi.
Dengan demikian maka diplomasi biru adalah diplomasi spesifik
terkait kelautan dan dimensi diplomasi yang menjelaskan alat,
teknik, dan strategi penguatan diplomasi ekonomi terkait ekonomi
biru antarsesama negara pesisir. Namun, diplomasi biru bukanlah
diplomasi ekonomi, budaya, atau geopolitik tradisional. Sebaliknya,
diplomasi ini bersifat kontemplatif dengan melibatkan perairan,
ekonomi, politik, pemahaman, dan perjanjian internasional, serta
mengutamakan kepentingan bersama dalam hubungan multilateral
dan hidup berdampingan dalam satu wilayah (Haque, 2021).

Konektivitas diplomasi biru merupakan agenda utama dan sangat
diperlukan dalam upaya menumbuhkan aspek pertumbuhan ekonomi
biru. Diplomasi biru tidak seperti diplomasi yang orientasinya
konvensional maka diplomasi biru memerlukan perhatian dan
keseriusan khusus. Agar diplomasi biru memiliki fungsi ekonomi
yang maksimal, diperlukan pengembangan ekonomi biru yang
sukses dan berkelanjutan secara riil. Oleh karenanya, setiap negara
pesisir harus memperluas cakrawala konektivitas diplomasi biru
sebagai instrumen yang sangat diperlukan secara internasional
untuk pengembangan warna biru ekonomi untuk negara pantai atau
pesisir mana pun. Negara-negara yang berstatus negara SIDS dan
negara-negara berkembang pesisir harus memperkuat cakrawala
diplomasi biru dan konektivitas mereka dengan memanfaatkan dan
meningkatkan ekonomi biru yang mereka inginkan sehingga mereka
dapat memperoleh manfaat dari laut dan samudra mereka. Diplomasi
biru merujuk pada banyak isu secara keseluruhan (Haque, 2021).

Sebagai sebuah platform baru, terdapat beberapa tantangan
dalam melaksanakan diplomasi biru, seperti yang dikemukakan
oleh Pohl et al. (2014), yaitu kurangnya setting institusional yang
menghubungkan aktor penting dalam membuat suatu kerangka
kerja sama di kawasan. Selain itu, juga tidak adanya peringatan dini
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yang sistemik dan terkoordinasi dalam mencegah konflik perairan.
Masalah kapasitas terkait sumber daya manusia dan keuangan juga
menjadi tantangan besar dalam kerja sama lintas batas perairan. Lebih
lanjut, Pohl (2014) menyatakan, dalam diplomasi biru terkadang para
pembuat kebijakan, meskipun mereka memiliki tujuan ekonomi
dan keberlanjutan yang serupa, namun secara internasional sering
kali mereka terfragmentasi dan tidak mempunyai kekuatan politik.
Dalam skala global, diplomasi biru tidak memiliki dampak yang
sama terhadap negara-negara bahkan di kawasan yang sama dalam
kerangka kerja sama regional. Hal ini dikarenakan masalahnya
jauh lebih kompleks dengan melibatkan kemitraan dan perjanjian
internasional bilateral atau multilateral antarnegara (Gutu, 2016).

Dalam implementasi diplomasi biru, negara-negara dapat
bekerja sama melalui skema KSST. Konferensi Bandung pada tahun
1955 menandai kerja sama antara negara-negara di selatan, yang
merupakan langkah penting bagi negara-negara berkembang untuk
bekerja sama dalam mencapai kemandirian kolektif. Kerja sama ini
secara konkret ditujukan untuk berbagi pengetahuan dan teknologi,
serta sumber daya guna mengatasi tantangan pembangunan dan
mendorong pertumbuhan bersama. Kerja sama ini telah berkembang
dengan pesat sehingga menghasilkan berbagai bidang fokus yang
disesuaikan untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh
negara-negara berkembang. Bidang-bidang ini meliputi pembangunan
pertanian, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hak asasi manusia,
urbanisasi, kesehatan, dan peningkatan kapasitas dengan penekanan
pada saling menguntungkan dan semangat solidaritas (UNDP, 2022).
Sifat kooperatif dari kerja sama Selatan-Selatan sangat penting
dalam memajukan Agenda SDGs 2030 dan mengatasi tantangan
sosial-ekonomi yang kompleks yang melampaui batas negara (BPPK,
2016; Rinaldi, 2023). Kebutuhan untuk saling mendukung dalam
berbagai sektor menyebabkan Kerja Sama Selatan-Selatan mengalami
pergeseran paradigma dari yang awalnya berfokus pada kerja sama di
level teknis, seperti pertukaran tenaga ahli, transfer teknologi, hingga
pembangunan kapasitas menjadi kemitraan yang sifatnya mencakup
sektor strategis dan komprehensif.
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Kawasan Indo Pasifik merupakan salah satu kawasan penting
percaturan global. Keterlibatan Indonesia secara konstruktif dan
memberi solusi diplomatik atas berbagai masalah yang dihadapi
terutama di Pasifik Selatan sangat penting untuk menjamin stabilitas
dan kemakmuran di kawasan. Situasi geopolitik bersifat dinamis,
dan pilihan yang diambil oleh berbagai negara yang terlibat akan
membentuk lanskap Indo-Pasifik di masa depan. Skenario strategis
yang berkembang di Indo-Pasifik tampaknya rumit dan berlapis-
lapis. Kerangka normatif yang muncul dari inisiatif strategis dan
ekonomi negara-negara besar dan organisasi regional secara idealis
didorong oleh keinginan akan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka,
berbasis aturan, inklusif, dan bebas dari segala cara koersif (Yadav,
2023). Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan
kerangka diplomasi maritim kooperatif dalam berbagai forum.
Indonesia melakukan berbagai diskusi dan negosiasi dengan negara-
negara terutama di lingkup ASEAN untuk mengarah pada outlook
kerja sama maritim di kawasan Indo-Pasifik (Khoirunissa & Aryani,
2021).

Kerangka kerja sama Selatan-Selatan memberi peluang bagi
Indonesia untuk berpartisipasi dan meningkatkan perhatiannya ke
Pasifik Selatan. Perhatian yang lebih besar ke wilayah ini menandai
pergeseran dalam politik luar negeri Indonesia, menjadikan Pasifik
Selatan sebagai salah satu prioritas setelah selama lebih dari tiga
dekade sebagai kawasan marginalnya. Bagi Indonesia, kerja sama
Selatan-Selatan dan diplomasi biru merupakan bagian integral dalam
mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dua inisiatif ini
mendorong kolaborasi internasional untuk mengatasi permasalahan
global berdasarkan pemahaman dan kepentingan bersama.
Menggabungkan kerja sama Selatan-Selatan untuk mewujudkan dan
memfasilitasi diplomasi biru dapat menghasilkan respons yang lebih
terkoordinasi dan efektif terhadap tantangan-tantangan pembangunan
dan pengelolaan lingkungan yang saling terkait.

Di lingkup Indo-Pasifik, Indonesia melakukan berbagai kemitraan
yang sifatnya tidak hanya bilateral tetapi juga multilateral, seperti
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Indonesia Maritime Partnership Initiative bersama Singapura, China,
Korea Selatan, Jepang, dan India, serta Heads of Asian Coast Guard
Agency Meeting (HACGAM) (Indrawati & Nugroho, 2019). Pada
bulan Mei 2018, Indonesia menyampaikan konsep mengenai Pasifik
Selatan dengan tiga elemen kuncinya, yaitu membangun lingkungan
yang mendukung hukum internasional dan penyelesaian sengketa
secara damai, mengatasi tantangan transnasional seperti terorisme dan
pembajakan, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di
Samudra Hindia dan Pasifik Selatan dalam upaya penciptaan sistem
perekonomian yang terbuka dan adil (Choong, 2019). Pada tahun
2022, dilaksanakan Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD)
yang pertama bertempat di Bali. IPFD ini bisa saja diindikasikan bahwa
Indonesia mempunyai komitmen dalam semakin meningkatkan kerja
sama di kawasan Pasifik. Indonesia semakin meningkatkan kerja sama
dengan Pasifik dengan visi Pacific Elevation. Sebelumnya, di tahun
2019, Indonesia menyelenggarakan Indonesia South Pacific Forum
dan Pacific Exposition pada 2021. Dalam hal kerja sama ekonomi
kelautan berkelanjutan, dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti
hubungan antarmasyarakat, membuat platform pembangunan yang
komprehensif dan inklusif, serta membuka peluang kerja sama
pembangunan tanpa terkecuali. Indonesia juga berkeinginan untuk
melakukan penjajakan terhadap berbagai modalitas kerja sama
termasuk kerja sama triangular (KLNRI, 2022).

Pasifik Selatan merupakan salah satu fokus Indonesia dalam
menjalin hubungan kerja sama Selatan-Selatan. Walaupun banyak
dinamika yang terjadi, Indonesia tetap mempertahankan hubungan
yang strategis melalui kerja sama di berbagai bidang termasuk
kelautan. Forum Indonesia Pasifik Selatan selain membahas kerja
sama untuk mewujudkan kawasan yang sejahtera dan damai,
juga menyelenggarakan Pacific Exposition (PE) kedua. Pameran
PE kedua dilaksanakan secara virtual pada 27 hingga 30 Oktober
2021 dengan nilai transaksi yang meningkat 30% dibandingkan PE
pertama, yakni 1,48 triliun dolar atau 104,1 juta dolar AS. PE ini
mencakup pameran pariwisata, perdagangan, dan investasi (Buiney &
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Wambrauw, 2024). Pasifik Selatan sekarang menjadi arena persaingan
strategis. Banyak hal telah berubah dalam beberapa dekade sejak
Perang Dunia Kedua. Saat ini, Samudra Pasifik adalah rumah bagi
empat belas negara berdaulat kebijakan luar negeri yang independen
dan memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing (Morgan,
2020). Negara-negara Pasifik Selatan menghadapi tantangan dalam
mengelola sumber daya alamnya, menangani kejahatan transnasional,
melindungi kedaulatannya, dan mengelola ancaman lingkungan laut,
serta bahaya alam (Bergin et al., 2019).

Indonesia, sebagai salah satu aktor regional di Indo-Pasifik,
berdasarkan jumlah penduduknya dan faktor geopolitik, mempunyai
kebutuhan akan penegakan hukum internasional, penyelesaian
sengketa secara damai, serta perlunya konektivitas dan keamanan
maritim di wilayah Indo Pasifik terutama Pasifik Selatan. Dari berbagai
literatur, diskursus mengenai konsep diplomasi biru, utamanya
dalam kerja sama Selatan-Selatan masih kurang mempunyai ruang
diskusi sehingga tulisan ini, bisa menjadi salah satu alternatif dalam
memandang kebijakan Look East Indonesia di wilayah Pasifik Selatan
melalui kerja sama Selatan-Selatan utamanya dalam aspek diplomasi
biru.

C. Keterlibatan Indonesia di Pasifik melalui Kerja
Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST)

Indonesia dan posisinya sebagai salah satu negara ‘global south’ telah
berkontribusi dalam beragam kerangka kerja sama utamanya kerja
sama Selatan-Selatan. Bertitik tolak semangat Konferensi Asia-Afrika
di Bandung 69 tahun yang lampau, Indonesia telah berupaya untuk
meningkatkan profilnya dalam beragam isu global. Sebagai bagian
dari kerangka kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia juga aktif men-
jalin kerja sama dalam Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST).
KSST sendiri telah menjadi prioritas utama dari kebijakan luar negeri
Indonesia sebagaimana teragendakan dalam Rancangan Pembangun-
an Jangka Menengah (RPJMN) (BAPPENAS, 2024). Dalam kerangka
ini, Indonesia juga telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan
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profilnya sebagai ‘the rising middle power’. Dengan profil tersebut,
Indonesia berupaya untuk menguatkan identitasnya dalam diplomasi
global, khususnya pada negara-negara ‘selatan’

Meski awalnya posisi Indonesia dalam KSST ini adalah resipien/
penerima bantuan, tetapi sejak 2003 Indonesia telah meningkatkan
statusnya sebagai negara berpendapatan menengah (Trinidad,
2014). Peningkatan status ini menjadi aspirasi bagi Indonesia untuk
mengakselerasi profil internasionalnya dalam beragam agenda
pembangunan global. Kusumaningprang (2017) berpendapat bahwa
meski Indonesia memiliki kapabilitas material yang cenderung
terbatas, tetapi dalam beberapa hal Indonesia juga menunjukkan
kemampuannya dalam menghasilkan ide dan mengupayakan
aktivisme diplomatik yang mumpuni. Hal ini ditunjukkan dengan
meningkatnya kepercayaan dan partisipasi Indonesia sebagai co-host
dalam Konferensi Pemimpin Pembangunan (Development Leaders
Conference, DLC) VI di Oslo pada Oktober 2023 lalu (KSPRI, 2023).
Sejalan dengan peran terkininya dalam DLC tersebut, Indonesia
tengah menunjukkan eksistensinya dalam beragam kerja sama
pembangunan internasional sebagai ‘new emerging donor’ dan
‘southern provider. Dalam posisinya sebagai ‘new emerging donor’
inilah, Indonesia perlu untuk menginisiasi kerja samanya dengan
target untuk membangun citra yang lebih positif secara bertahap dan
berkelanjutan (BAPPENAS, 2011).

Kerangka KSST dianggap amat menguntungkan bagi Indonesia
yang termasuk dalam jajaran negara donor non-tradisional. Negara
donor non-tradisional ini terdiri atas negara-negara dengan
pendapatan menengah (Middle Income Countries, MICs) yang masuk
dalam daftar penerima bantuan pembangunan asing (Overseas
Development Assistance, ODA). Robledo (2015) menyatakan bahwa
negara-negara MICs tersebut juga sekaligus sedang menapakkan
perannya sebagai negara donor. Oleh karena itu, tidak mengherankan
jika kemudian KSST menjadi salah satu format kerja sama andalan
bagi Indonesia dengan negara-negara selatan, utamanya dalam bidang
politik, ekonomi, sosiokultural, dan teknikal.

248 Indonesia dalam Kancah ...



Sumber daya KSST umumnya berasal dari partner triangular
Indonesia, yang terdiri dari negara-negara maju dan organisasi
internasional” (BAPPENAS, 2011). Adapun pengelolaan dan
koordinasi KSST Indonesia dimotori oleh Direktorat Kerja Sama
Pembangunan Internasional (KSPI) pada Kementerian Luar Negeri
yang berperan sebagai Tim koordinasi Nasional KSS (Tim Kornas
KSS) sejak tahun 2017 (KSPRI, 2023)%. Sementara itu, Kementerian
lainnya juga terlibat dalam Tim Kornas, antara lain Kementerian
Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, juga Kementerian
Pelaksana Pembangunan Nasional/Bappenas (KSPRI, 2023).

Adapun prioritas relasi diplomatik yang ditekankan oleh
Indonesia tentu bukan hanya pada wilayah regional Asia Tenggara.
Sebagai salah satu negara kepulauan yang sebagian teritorialnya
termasuk dalam wilayah Pasifik, Indonesia juga memprioritaskan
lingkaran konsentriknya di kawasan ini (KLNRI, 2013). Dalam cetak
biru, KSS juga termaktub bahwa komunitas regional dan sub-regional
di kawasan Pasifik, seperti South West Pacific Dialogue (SWPD) dan
Pacific Islands Forum (PIF) adalah prioritas bagi kerja samanya
(BAPPENAS, 2011).

Wilayah ini menjadi semakin penting bagi Indonesia, sebab
hubungan antara Indonesia dan negara-negara di kawasan ini tidak
selalu dalam kondisi yang stabil. Salah satu isu yang sering kali mewarnai
relasinya dengan negara Pasifik Selatan adalah mengenai isu Papua.
Hingga, Indonesia merasa perlu untuk memelihara hubungannya
dengan negara-negara tersebut. Santarita (2002) mencatat bahwa
Indonesia perlu untuk memitigasi dan mengomunikasikan beragam

7 Beberapa partner kerja sama triangular tersebut antara lain; Jepang (Japan

International Cooperation Agency, JICA), Islamic Development Bank (IDB),
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jerman (Gesellschaft fiir Internationale
Zusammenarbeit, GIZ), United States Agency for International Development (US-
AID), United Nations Development Program (UNDP), Bank Dunia, dan lainnya
(BAPPENAS, 2011).

Kementrian lainnya juga terlibat dalam Tim Kornas antara lain Kementerian
Sekretariat Negara, Kementrian Keuangan, juga Kementerian Pelaksana Pem-
bangunan Nasional/Bappenas (KSPRI, 2023).
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hal, khususnya setelah Timor Leste memisahkan diri pada tahun 1999.
Selain itu, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjembatani
kawasan Pasifik dengan rekan-rekannya di ASEAN. Hal ini serupa
dengan apa yang dikemukakan oleh (Webb-Gannon & Elmslie,
2014) bahwa untuk meyakinkan negara-negara Pasifik agar bekerja
sama lebih erat dengan Jakarta adalah dengan memberikan janji
untuk membuka pintu gerbang kemakmuran ekonomi Asia melalui
Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Pamasiwi dan Arsyani (2019)
mengemukakan bahwa memberikan prioritas kepada negara-negara
di Pasifik memiliki kepentingan strategis untuk menciptakan citra
positif di antara mereka. Mengingat letak geografis Indonesia yang
berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, tindakan geostrategis
Jakarta sangat bergantung pada dinamika regional. Hal ini sejalan
dengan pendekatan ‘dynamic equilibrium’ yang pernah diungkapkan
oleh Menteri Natalegawa. Melalui rencana geostrategis ini Indonesia
berkontribusi pada pembentukan tatanan regional di tengah
meningkatnya persaingan antara AS dan China di Indo-Pasifik
(Mubah, 2019).

Kerja sama dengan negara Pasifik tercatat semakin intensif sejak
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui
terbentuknya Forum Dialog Pasifik Barat Daya (Southwest Pacific
Dialogue, SWPD). Dalam forum ini, Indonesia memulai intensifikasi
diplomasinya dengan 5 negara Pasifik lainnya, yakni Australia,
Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, juga Timor Leste (BPPK,
2016)°. Kajian yang sama juga mencatat bahwa program kerja sama
Indonesia pada wilayah tersebut berfokus pada bantuan teknik yang
berupa program peningkatan kapabilitas, seperti program magang
dan pelatihan, serta bantuan tenaga ahli. Di samping itu terdapat pula
bantuan beasiswa dan hibah peralatan pendidikan.

°  Menyusul kemudian beragam kegiatan lain dalam kerangka KSST yang meli-

batkan lebih banyak negara-negara Pasifik seperti Fiji, Vanuatu, serta Solomon
Islands.
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Gambar 7.1 Porsi Hibah RI pada Pemerintah/Lembaga Asing

Sebagai bagian dari perwujudan upaya penguatan citranya sebagai
‘new emerging donor, Indonesia mengimplementasikan berbagai kerja
sama hibah dalam kerangka KSST. Dalam laporan capaian KSST 2023
mencatat bahwa selain Afrika, negara-negara di kawasan Asia-Pasifik
menjadi rekan terbesar dalam perjanjian hibah KSST Indonesia
(Gambar 7.1). Dari 13 total realisasi perjanjian hibah kawasan Asia-
Pasifik, 11 di antaranya melibatkan negara-negara di kawasan Pasifik,
dan organisasi multilateralnya, yakni Melanesian Spearhead Group
(MSG) (Tabel 7.1). Jika dilihat dari data capaian kerja sama KSST
Indonesia dengan mitra Pasifiknya, tampak bahwa mayoritas realisasi
kerja samanya berupa program pelatihan teknik yang berfokus pada
keterampilan administratif, kesehatan, dan pertanian (KSPRI, 2023).
Hal ini memang sesuai dengan kesepakatan Agenda Pembangunan
Doha (Doha Development Agenda, DDA) yang memfokuskan pada
aspek jasa, pertanian, dan akses pasar non-agrikultur.
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Tabel 7.1 Realisasi Program Kerja Sama Hibah KSST Indonesia di Pasifik Selatan

Tahun 2023
Nominal Hibah . Jumlah
No Program (dalam rupiah) Mitra Kerja Sama
1 Program magang apara- Timor 5
tur sipil lintas K/L 4.484.129.100 Leste
2 Programmagangapara- ) 53, 675 300
tur sipil di Kemendag
3 Pelatihan teknis klasifika-
si barang, nilai pabean, 1.632.089.400
dan rules of origin TLCA
4 Pelatihan Eksekutif :
Customs Modernization 450.343.120
untuk pegawai TLCA
5 Pelatihan standar akun-
tansi pemerintah dan 2.079.880.616
swasta
6 Program desain teknik Papua 2
Rumah Sakit Umum Port ~ 5.759.135.114 Nugini
Moresby
7 Program pembangunan
Integrative West Sepik 5.001.631.813
8 Studi awal pembangunan Fiji 1
Pusat Pelatihan pertani- 4.333.721.535
an regional raki-raki
9 Program pelatihan bu- Kepulauan 1
daya ayam broiler 4.516.760.600 Solomon
10 I-!lbah kendaraan opera- 5.140.710.000 MSG 2
sional MSG
11 Pfela'tlhan tahfa\p lanjutan 1.568.611.946
di bidang perikanan
Total Kerja Sama Hibah 33.197.685.544 11

Sumber: IndonesianAid (2023); KSPRI (2023)
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Seperti telah diketahui bahwa keterlibatan Indonesia dalam KSST
menyasar tujuan besar berupa kemandirian bersama bagi negara-
negara mitra, utamanya negara-negara selatan. Meski sejak awal
inisiasinya, KSST Indonesia ini telah menekankan prinsip demand-
driven bagi negara mitra, akan tetapi dalam beberapa program
bantuan ternyata masih nampak penekanannya pada bantuan-bantuan
teknikal yang bersifat pengayaan kapasitas pertanian (Tabel 7.1).
Padahal, jika merujuk pada cetak birunya, tahun 2024 ini Indonesia
seharusnya perlu menyasar beberapa target yang makin menunjukkan
komprehensivitas dari KSST guna mewujudkan tujuan kemandirian
bersama negara-negara selatan (BAPPENAS, 2011). Hal yang tentunya
tidak lepas dari prioritas nilai KSST yang juga menekankan aspek
kepemilikan (ownership) dari program (BAPPENAS, 2011). Hingga
seharusnya kecenderungan untuk menambah keragaman jenis kerja
sama KSST perlu dilakukan oleh Indonesia agar koheren dengan
perkembangan isu-isu baru yang mengikuti dinamika global, seperti
salah satunya isu perubahan iklim dan penyertanya.

Laporan survei dari OECD (2016) menemukan bahwa mayoritas
kerja sama dan program KSST di negara-negara SIDS justru tidak
terkait berkenaan dengan mitigasi atau adaptasi perubahan iklim.
Alih-alih berkaitan langsung dengan kerentanan SIDS terhadap
perubahan iklim, program KSST yang ditargetkan pada SIDS paling
banyak terkait dengan pemerintahan dan sektor publik (29%). Disusul
kemudian dengan program kesehatan (17%), ketahanan pangan
(11%), pertanian (8%), dan bisnis (7%) (Gambar 7.2).
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Gambar 7.2 Bidang Kerja Sama KSST di SIDS

Jika ditilik secara makro, sebenarnya jumlah kerja sama dalam
KSST dengan di kawasan Pasifik ini belum sedominan negara-negara
di kawasan Karibia. Tercatat bahwa program KSST pada negara-
negara kawasan Pasifik hanya terdiri atas 26% saja (OECD, 2016).
Ini jauh dari jumlah program KSST di Karibia yang mencapai 66%
(OECD, 2016). Guna menyikapi hal tersebut, sebenarnya Indonesia
harus mulai memaksimalkan perannya sebagai negara kepulauan
terbesar di Pasifik (KLNRI, 2021). Meski intensitas kerja sama dalam
upaya diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik telah rutin dilakukan
setidaknya dua tahun sekali melalui program Pacific Exposition,
tetapi perlu juga mengiringinya dengan pendekatan lain. Hal ini amat
perlu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Indonesia untuk keluar
dari anggapan bahwa segala macam program dan kerja sama yang
ditawarkan Indonesia pada negara-negara Pasifik tidak lebih dari
sekadar retorika belaka (Wangge, 2023).

Dalam artikel ini, penulis berargumen bahwa diperlukan
pendekatan yang lebih menekankan perspektif maritim dalam
berhubungan dengan negara-negara di Pasifik ini. Pendekatan
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kemaritiman penting digunakan untuk memosisikan Indonesia sebagai
mitra terdekat bagi negara-negara Pasifik yang hampir seluruhnya
merupakan negara dengan mayoritas wilayah berupa perairan. Ini
sekaligus dapat memperteguh komitmen KSST Indonesia pada negara-
negara Pasifik yang menekankan nilai kepemilikan (ownership).
Apalagi hasil survei OECD (2016) pada SIDS menyimpulkan bahwa
salah satu hal yang memotivasi negara-negara tersebut untuk
turut serta dalam KSST adalah kemiripan budaya dan keselarasan
pandangan. Dalam hal ini, upaya penerapan diplomasi biru dalam
program KSST di negara-negara Pasifik, seharusnya menjadi amat
relevan bagi Indonesia yang juga merupakan negara dengan wilayah
maritim yang luas.

Bercermin dari data KSST, Indonesia pada negara-negara Pasifik
yang selama ini mayoritas masih berfokus pada program pelatihan
aparatur sipil dan pertanian agraris (Gambar 7.2). Pada tahun 2023
misalnya, hanya terdapat 1 program yang berkaitan dengan perikanan
yang menargetkan pada negara-negara anggota MSG, dengan total
hibah sekitar 1,5 miliar rupiah (IndonesianAid, 2023). Jumlah ini jauh
dari jumlah total realisasi hibah KSST Indonesia ke wilayah Pasifik
yang mencapai 33,2 miliar rupiah (IndonesianAid, 2023). Dari data
tersebut, terdapat kesan bahwa Indonesia belum terlalu menampakkan
perspektifnya sebagai negara maritim. Padahal, sebagai bagian dari
negara yang mengidentifikasikan diri sebagai negara Pasifik, Indonesia
memiliki isu dan tantangan yang serupa dengan negara-negara di
Pasifik. Isu-isu sensitif yang terkait dengan dampak perubahan iklim,
polusi air, manajemen kebencanaan, perikanan, dan manajemen
infrastruktur pesisir, adalah beberapa permasalahan yang kerap kali
menjadi tantangan bagi negara kepulauan. Inilah yang menjadikan
beberapa kalangan masih beranggapan bahwa identitas Indonesia
sebagai negara maritim masih sekadar terbatas pada retorika saja.

Dengan demikian, sudah saatnya Indonesia bergeser dari
perspektif agraris menuju perspektif maritim melalui diplomasi biru.
Hal ini sekaligus dapat menjadi langkah strategis Indonesia untuk
menavigasi relasinya dengan negara-negara Pasifik di tengah rivalitas
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Amerika Serikat dan China di kawasan ini. Sebagai negara middle
power yang relatif memiliki keterbatasan dalam kapabilitas materi,
pergeseran pendekatan ini adalah langkah efektif bagi Indonesia.
Dengan menerapkan diplomasi biru dalam KSST, Indonesia tengah
menunjukkan kapabilitasnya dalam aktivisme diplomatik dengan
menjaring kekuatan-kekuatan kecil dan menengah lainnya di kawasan
Pasifik melalui ide dan identitas kemaritimannya. Di samping itu,
dengan menggunakan pendekatan maritim, program-program
KSST Indonesia lebih berpotensi efektif bagi semua pihak—donor
dan resipien. Dalam hal ini, setidaknya Indonesia dapat mencontoh
apa yang telah dilakukan oleh Australia melalui kebijakan Pacific
Engagement yang di antaranya berfokus pada kerja sama kelautan
yang berkelanjutan dan pendampingan sektor perikanan (DFAT, n.d.).

D. Mensinergikan Kebijakan Look East melalui
Diplomasi Biru dan KSST

Salah satu tujuan awal KSST adalah “mengalahkan hegemoni negara
maju” terhadap negara berkembang (Engel, 2019; Gray & Gills, 2016)
sehingga menciptakan keseimbangan kekuatan yang lebih adil di ting-
kat internasional. Berdasarkan hal tersebut maka proyek-proyek dalam
KSST yang diarahkan ke Pasifik Selatan mencakup berbagai inisiatif
yang dirancang untuk memperkuat ketahanan dan pembangunan
berkelanjutan di kawasan tersebut. Diplomasi biru yang menjadi fokus
perwujudan Kebijakan Look East menekankan pentingnya penguatan
kerja sama di bidang kelautan mengingat tantangan yang ada, seperti
perubahan iklim, bencana alam, dan keamanan sumber daya laut.
Bagian ini mengupas tentang apakah pentingnya meletakkan diplo-
masi biru dengan menyinergikan KSST dalam Kebijakan Look East.

Pertama, KSST secara signifikan mendukung diplomasi biru
Indonesia dengan membina kemitraan dan berbagi pengetahuan,
keterampilan, dan sumber daya di antara negara-negara berkembang,
khususnya di sektor maritim. Kolaborasi ini sejalan dengan RPJMN
Indonesia 2020-2024, yang menekankan pentingnya Kerja Sama
Selatan-Selatan (KSS) dalam mencapai prioritas nasional dan tujuan
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pembangunan berkelanjutan (BAPPENAS, 2020). Kolaborasi ini dapat
terwujud karena membaiknya perekonomian Indonesia sehingga
mendorong pemerintah untuk berperan aktif mempromosikan
kerja sama horizontal di antara negara-negara berkembang sebagai
penyedia donor dalam kelompok non-DAC (Development Assistance
Committee). Sekalipun Indonesia masih menerima bantuan luar negeri,
sejak kurang lebih dua dekade ini Indonesia bekerja sama dengan
negara maju dan lembaga internasional untuk menyalurkan dana ke
negara-negara Pasifik (Sari, 2022). Penyaluran dana ini merupakan
bentuk partisipasi Indonesia pada kebutuhan pembangunan di Pasifik,
sekaligus menjadi instrumen bagi membangun dan memperbaiki citra
internasional Jakarta di wilayah itu. Seperti diketahui bahwa Kepulauan
Pasifik adalah wilayah yang paling bergantung pada bantuan luar
negeri, yang kondisi ini mendorong persaingan geopolitik untuk
mendapatkan pengaruh di antara negara-negara donor sehingga
memicu tingginya bantuan pembangunan'. Sekalipun dari segi
kuantitas tidak sebanding dengan jumlah yang diberikan oleh donor
utama, alokasi dana bantuan Indonesia ke luar negeri yang diarahkan
kepada negara-negara Pasifik Selatan mencapai 26%, dan ini pun
tidak berkaitan langsung dengan kerja sama kelautan. Dana tersebut
disalurkan melalui Indonesian Agency for International Development
(IndonesianAid) yang didirikan pada tahun 2019 (Wahyudi, 2021).
Namun, patut menjadi perhatian bahwa sebagian besar aliran bantuan
ditujukan ke Afrika.

Kedua, melalui KSST, Indonesia dan negara-negara Pasifik
Selatan dapat bekerja sama dalam proyek-proyek mitigasi dan adaptasi

10 Peneliti Lowy Institute mencatat terdapat 14 negara penerima utama di kawasan
Kepulauan Pasifik, yaitu Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall,
Negara Federasi Mikronesia (Mikronesia), Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini
(PNG), Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Secara kes-
eluruhan, wilayah ini menerima lebih dari $40 miliar ODF antara tahun 2008
dan 2021. Australia merupakan pendonor utama, diikuti oleh Bank Pembangu-
nan Asia, China, Selandia Baru, dan Jepang. Australia adalah donor terbesar di
Pasifik, sekitar 40% dari total Official Development Finance (ODF) (Dayant et al.
2023).
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perubahan iklim, yang merupakan bagian penting dari kerangka kerja
UNFCCC. Sesuai dengan rencana strategis Indonesia dalam adaptasi
dan mitigasi iklim (KLHKRI, 2018), KSST dipandang sebagai elemen
kunci untuk rencana aksi iklim negara-negara Pasifik Selatan dan
Indonesia yang dikenal sebagai Nationally Determined Contributions
(NDCs) (UNCCS, n.d.). Dalam konteks Pasifik yang menghadapi
ancaman tenggelamnya negara mereka, KSST menekankan pentingnya
aksi kolektif dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs), khususnya terkait aksi iklim (SDG 13), kehidupan di bawah
air (SDG 14), dan kehidupan di darat (SDG 15). Dalam kaitan ini,
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC)
mengakui peran KSST dalam mempercepat aksi iklim.

Kebijakan Look East yang berfokus ke kawasan Pasifik Selatan,
bersinggungan dengan permasalahan perubahan iklim dalam beberapa
hal. Selain bertujuan untuk membina hubungan diplomatik dan
kerja sama ekonomi, Kebijakan Look East juga mempunyai implikasi
lingkungan. Sebagai penghasil emisi gas rumah kaca dan perubahan
penggunaan lahan, Indonesia menyadari pentingnya mengatasi
perubahan iklim untuk menjaga stabilitas dan pembangunan regional
(WB, 2023). Selain itu, pendekatan Indonesia terhadap perubahan
iklim, khususnya dalam transisi menuju perekonomian rendah karbon
dan berketahanan iklim, sangat penting bagi negara-negara Pasifik
Selatan, yang sebagian besar merupakan negara kepulauan kecil yang
rentan terhadap dampak iklim!'.

Ketiga, diplomasi biru Indonesia dapat memainkan peran
penting dalam meningkatkan potensi kerja sama ekonomi yang
terganggu karena perubahan iklim. Indonesia dan negara-negara

"' Bagi negara-negara Pasifik Selatan, transisi Indonesia menuju perekonomian
rendah karbon, sangat penting. Isu perubahan iklim mendominasi mendominasi
agenda KTT PIF ke 50 di Funafuti, Tuvalu, 13-16 Agustus 2019, yang dihadiri
Indonesia sebagai mitra dialog PIF. Pada pertemuan itu, PIF mengesahkan Kain-
aki IT Declaration for Urgent Climate Change Action dan sepakat untuk menyusun
2050 Strategy for the Blue Pacific Continent (KLNRI, 2019). Agenda PIF ini se-
laras dengan Kebijakan Look East yang memberi bantuan kepada negara-negara
Pasifik berperan penting dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
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Pasifik Selatan memiliki kesamaan status sebagai negara kepulauan
yang rentan perubahan iklim sehingga dapat berdampak pada
sektor perekonomian. Berangkat dari persoalan ini, terdapat kaitan
erat antara diplomasi biru dengan ekonomi biru karena keduanya
menekankan pentingnya tata kelola laut yang berkelanjutan dan
kerja sama ekonomi. Dengan berfokus pada ekonomi biru (yang
mencakup industri berbasis kelautan, perikanan berkelanjutan, dan
pariwisata maritim) (Faizasyah, 2019), Indonesia dapat menunjukkan
komitmennya terhadap sektor kelautan yang menguntungkan seluruh
pemangku kepentingan. Hal ini juga dapat menunjukkan keselarasan
dengan narasi Blue Pacific, yang memprioritaskan isu-isu lingkungan
dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan persaingan geopolitik (Goh,
2023). Ketidakberpihakan Indonesia dalam persaingan geopolitik di
Indo-Pasifik dapat menjadi poin penting bagi negara-negara Pasifik
Selatan untuk menaruh kepercayaan yang lebih tinggi pada Indonesia.
Atas dasar ini maka diplomasi biru Indonesia berpotensi membangun
kembali kepercayaan dan membangun hubungan yang lebih kuat dan
tangguh dengan negara-negara tetangga di Pasifik Selatan. Inisiatif
Indonesia dalam ISPF dan Pacific Exposition serta kontribusinya pada
lembaga multilateral, seperti Our Ocean, Indonesia dapat memperkuat
posisinya sebagai bagian dari negara Pasifik yang asertif '

Keempat, sesuai dengan misi diplomasi biru, sebagai negara
kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan langsung
dalam memastikan bahwa isu-isu seperti kenaikan permukaan air laut
dan pengelolaan sumber daya laut ditangani dengan pendekatan yang
terkoordinasi dan berkelanjutan. Pada bulan Oktober 2023, Indonesia
menjadi tuan rumah KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum
2023 sehingga memungkinkan Indonesia untuk memimpin diskusi
dan inisiatif regional yang dapat mendukung kebijakan luar negeri dan

12 Pada konferensi Our Ocean pada tahun 2022, Indonesia memberi tiga komitmen
pada konferensi tersebut, yakni membangun enam Aquaculture Village; Mene-
tapkan dua juta hectares Marine Protected Area (MPA) baru; dan menyediakan
dana sebesar US$ 73,3 juta untuk kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan
dan menerapkan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat untuk memerangi
penangkapan ikan yang merusak lingkungan (Rony, 2022).
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keamanan maritimnya. KTT ini juga dihadiri sejumlah negara Pasifik
Selatan serta perwakilan organisasi regional di kawasan itu, yaitu
Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Island Forum (PIF)
(KPEKRI, 2023). Pertemuan ini merupakan salah satu mekanisme
yang menyinergikan kebijakan luar negeri Look East dengan Blue
Pacific. Forum diplomasi multilateral ini menjadi ajang strategis
bagi Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan negara-negara
Pasifik Selatan dengan cara mempertajam strategi dalam menghadapi
isu-isu kelautan global, khususnya perubahan iklim, yang merupakan
tantangan signifikan bagi negara-negara kepulauan. Pembahasan AIS
Forum 2023 berfokus pada empat isu, yakni mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah laut, dan tata
kelola maritim yang baik (Pramudyani, 2023)".

Untuk mendukung diplomasi biru dalam kerangka KSST,
Indonesia telah mendedikasikan dana sejumlah JPY 20,7 miliar
(sekitar US$ 150 juta) untuk program-program konservasi laut dan
ekonomi biru. Inisiatif ini dikenal dengan Indonesian Sovereign Blue
Bond (Obligasi Biru Negara Indonesia) yang diluncurkan pada Mei
2023 (UNDP, 2023; UNSDG, 2023). Inisiatif ini secara langsung
berkontribusi terhadap tujuan Forum AIS'™. Fokus kegiatan ini adalah
pada konservasi dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang
berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan Pasifik Selatan, di mana

Salah satu kegiatan pendamping KTT AIS 2023 yang mendukung keberlangsun-
gan diplomasi kelautan adalah diselenggarakannya “AIS Startup Blue Business
Summit”. Pertemuan ini adalah platform bagi para bluepreneur untuk tumbuh
dan terhubung dengan pemangku kepentingan terkait kelautan, inovator te-
knologi kelautan, dunia usaha, perwakilan bisnis, dan calon investor (KPEKRI,
2023).

" Dampak obligasi ini tidak hanya memberikan manfaat langsung terhadap
lingkungan, tetapi juga meningkatkan peluang ekonomi dan penghidupan
berkelanjutan bagi ketahanan jangka panjang masyarakat Pasifik Selatan secara
inklusif. Hasil penerbitan obligasi ini pembiayaannya dapat dimanfaatkan untuk
mengembangkan inisiatif-inisiatif berbasis kelautan, seperti perlindungan pesi-
sir, pengelolaan perikanan dan budi daya perairan yang berkelanjutan, konservasi
keanekaragaman hayati laut, dan rehabilitasi mangrove (UNDP, 2023).
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laut merupakan sumber makanan, pendapatan, dan identitas budaya
yang penting. Berdasarkan narasi ini dapat dilihat keterkaitan antara
KTT AIS Forum 2023 dan Obligasi Biru Negara Indonesia dalam
mendukung diplomasi biru dan Kebijakan Look East. Indonesia dapat
menciptakan kemitraan strategis dan memperkuat posisinya sebagai
pemain kunci dalam isu-isu kelautan antarnegara kepulauan. Langkah
ini tidak hanya membuat diplomasi biru tidak hanya memiliki fungsi
lingkungan, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi, yaitu pengentasan
kemiskinan.

Upaya menyinergikan politik luar negeri Look East melalui
instrumen diplomasi biru dengan memanfaatkan skema KSST
bukan tanpa tantangan. Indonesia telah mengambil banyak langkah
penting untuk upaya tersebut tetapi belum maksimal karena Indonesia
dihadapkan pada beberapa tantangan, baik yang berasal dari faktor
eksternal maupun internal. Sementara faktor eksternal seperti
kompleksitas geopolitik dan kepentingan ekonomi global yang dapat
memengaruhi kebijakan dan prioritas nasional, merupakan hal yang
sulit untuk dikontrol. Sementara itu, faktor internal menyangkut
sumber daya dan kapasitas institusional yang terbatas dapat
menghambat upaya diplomasi. Lebih jauh, perlu adanya peningkatan
kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung inisiatif
diplomasi biru.

E. Penutup

Keterlibatan Indonesia di Pasifik Selatan merupakan wujud peningka-
tan peran Indonesia di kancah internasional dan keinginannya untuk
dipandang sebagai kekuatan regional yang asertif dan bertanggung
jawab. Menavigasi politik luar negeri Look East dengan menggunakan
instrumen diplomasi biru melalui kerangka KSST bertujuan memberi-
kan kontribusi positif dalam mewujudkan kepentingan kolektif untuk
meningkatkan kesejahteraan global, yang sejalan dengan tujuan SDGs.
Indonesia telah melakukan upaya-upaya yang bertujuan mengim-
plementasikan apa yang menjadi target politik luar negerinya, yang
hal ini mencerminkan pengakuan Indonesia atas sifat saling terkait
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antara faktor iklim, kerja sama, stabilitas, dan pertumbuhan bersama.
Sebagai negara maritim, Indonesia dapat memaksimalkan perannya
dalam kerja sama biru dengan negara-negara Pasifik Selatan. Melalui
inisiatif seperti KSST dan pembentukan Indonesian Aid, Indonesia
memberikan hibah, bantuan teknis, dan bantuan kemanusiaan kepada
negara-negara Pasifik Selatan agar kawasan ini kondusif sebagai ka-
wasan yang stabil dan bersahabat. Secara ekonomi, kawasan ini juga
dapat dikondisikan sebagai investasi bagi stabilitas ekonomi masa
depan dan pasar potensial. Keberhasilan memaksimalkan peran itu
tergantung pada sejumlah faktor, yaitu internal dan eksternal.

Efektivitas dan penerimaan bantuan Indonesia berkaitan dengan
dinamika regional di Pasifik Selatan. Beberapa negara Pasifik telah
menyatakan keprihatinannya atas hambatan yang melekat pada
bantuan tersebut. Keterlibatan Indonesia di Pasifik mendapat apresiasi
sekaligus menuai kritik karena sifat bantuan yang mampu memengaruhi
opini politik atas isu kemerdekaan Papua. Keberhasilan diplomasi ini
bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menampilkan diri
sebagai mitra yang memberi nilai tambah bagi komunitas Pasifik.
Diplomasi Indonesia dituntut mampu menavigasi kompleksitas
persoalan berbagai pandangan yang bertolak belakang ini. Selain itu,
dalam implementasi diplomasi biru di Pasifik Selatan, Indonesia juga
berhadapan dengan negara-negara berpengaruh lainnya di kawasan
ini, yang semuanya memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang
signifikan di Pasifik Selatan, seperti Australia, Selandia Baru, Amerika
Serikat, dan China.

Kerja sama Indonesia dengan Pasifik Selatan selama ini lebih
banyak dilakukan di sektor non-kelautan yang tidak secara langsung
mendukung keberhasilan diplomasi biru, yang hal ini dapat menjadi
evaluasi bagi para pengambil keputusan. Orientasi land-based, bukan
ocean-based, masih mendominasi bantuan Indonesia ke Pasifik
Selatan. Hal ini mencerminkan kurangnya perhatian Indonesia kepada
persoalan kelautan sehingga dukungan terhadap upaya total dan
kesinambungan diplomasi biru perlu ditinjau lebih serius. Bantuan
yang diberikan kepada Pasifik sama besarnya dengan bantuan kepada
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negara-negara Afrika. Tanpa mengurangi arti penting Afrika, tidak
nampak bahwa bantuan ke Pasifik berorientasi kelautan.

Di bawah skema KSST yang melibatkan FAO, bantuan Indonesia
ke Pasifik Selatan masih berfokus pada bantuan pertanian mengingat
tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik adalah ketahanan
pangan. Basis sumber alamnya yang terbatas, terutama negara-negara
kepulauan kecil menyebabkan keamanan pangan yang rendah.
Sebagian negara kepulauan memperoleh sumber makanan dari impor
berupa makanan kaleng dari negara terdekat, seperti Australia dan
Selandia Baru. Konsumsi makanan kaleng ini menyebabkan persoalan
kesehatan yang pelik, seperti obesitas, gangguan jantung, diabetes,
dan penyakit degenaratif lainnya. Oleh karena itu, bantuan pertanian
masih menjadi prioritas Indonesia pada saat ini. Bantuan pertanian
dapat menjadi langkah awal dari bantuan yang dapat memperkuat
komitmen pada pengembangan ekonomi biru. Fakta ini menunjukkan
bahwa bantuan yang diberikan Indonesia ke negara-negara Pasifik
lebih didasarkan pada kepentingan untuk mewujudkan agenda
nasional Indonesia, yaitu menarik simpati negara-negara Pasifik
untuk mendukung integritas teritorial dan memperbaiki citra global
Indonesia (donor-driven). Agar tidak terjebak pada retorika politik
tersebut, bantuan luar negeri harus didasarkan pada pemberdayaan,
kepemilikan, dan keterlibatan aktor lokal.

Luasnya perairan Indonesia menjadi signifikan bagi kuatnya
peran yang dijalankan. Untuk mengafirmasi posisinya sebagai negara
kelautan, Indonesia dapat menyinergikan Kebijakan Look East dengan
Pasifik Selatan melalui Diplomasi Biru dengan memanfaatkan skema
Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular. Beberapa inisiatif yang dapat
dilakukan Indonesia, di antaranya sebagai berikut.

1) Mengembangkan kerja sama triangular sebagai mitra yang saat
ini sedang gencar mempromosikan ekonomi biru dan diplomasi
biru, seperti India yang telah menunjukkan pergeseran dari Look
East Policy menjadi Act East Policy.

2) Memanfaatkan identitasnya sebagai bagian dari Pasifik, Indonesia
dapat menjalin kerja sama kelautan melalui pendekatan sosial
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budaya sambil memperkuat hubungan ekonomi dengan nega-
ra-negara Pasifik Selatan, misalnya dalam bentuk kemitraan
dalam bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada
para pemuda Pasifik tentang kemaritiman.

3) Sebagai negara yang berpengaruh dalam multilateralisme di
tingkat regional, Indonesia dapat menginisiasi pertemuan regional
dan multilateral, seperti ASEAN dan G20, untuk memfasilitasi
dialog dan kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara
Pasifik Selatan.

Lebih jauh, Indonesia dapat memanfaatkan kepemimpinan dan
sentralitasnya dalam ASEAN untuk lebih menyinkronisasi kepentingan
Indonesia dengan Pasifik Selatan. Ketidakterlibatan Indonesia dalam
persaingan AS dengan China di Indo-Pasifik dapat menjadi peluang
untuk berperan strategis, mengingat negara-negara Pasifik Selatan
juga tidak ingin terbawa dalam arus persaingan geopolitik global.
Inisiatif Indonesia, seperti Pacific Elevation, Indonesia-South Pacific
Forum, dan Indonesia—Pacific Forum for Development merefleksikan
komitmen Indonesia untuk berperan lebih asertif.
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